
KOMISI PEMIIIHAil UMUM

KABUPATEI{ KENDAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN KENDAL
NOMOR 6I / Pp.o4.2-Kpt / 3324 / KpU -Kab / ilt / 2O2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal

11 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndanyUndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal

32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur ...
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Mengingat

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal

Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor Nomor 1O Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-

e2l;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang ...
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Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2OO8 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tal:,un 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati ...
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Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Watikota

sefagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/

Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi

Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok pemyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun

2019 tentang Tata Keg'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wal{il

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota...
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Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 193);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2OL7 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 19 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2OL7 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 16761;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 929 /HK.O3. 1-Kpt/04 /V / 2Ol9 tentang Kode

Klasi{ikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

Nomor 451 / PP.01 .2-Kptl 3324 /KPU-Kab/txl 2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kendal Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal Nomor 60/ PP.O L.2-Kpt/ 3324 / KPU-

Kab/lII/2O2O tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

Nomor 45r / PP.O1 .2-Kpt/ 3324 /KPU-Kab/Ix/ 2019

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kendal Tahun 2O2O;

Berita...



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal Nomor 19/PK.0l-B,A/3324/KPU-

Kab/X112019 Tanggal 9 Maret 2O2O mengenai Penetapan

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kendal Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAIT UMUM I(ABUPATEN

KTITTDAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAIT

DATA DAN PEilTUSUITAN DAE"TAR PEMILIH DALAM

PEMILIIIAN BI'PATI DAN WAKIL BUPATI KEITDAL

TAIII'N 2O2Oi

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Maret 2O2O

PEMILIHAN UMUM
N KENDAL,

oy

c/

?_

AH OKTARIA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 61 /pp.O4.2-
Kpt/ 3324lKPU-Kab /IIt/ 2O2A TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI\TYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2O2O adalah tahapan penyusunan data

dan daftar pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan
pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan
menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan

suara.

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan

kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data
pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan

pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara
(PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Kendal.

Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

ini adalah terwujudnya data dan daftar pemitih yang akurat, komprehensif
dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai

Pemilih dapat terlayani dengan baik.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1- Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di semua
tingkatan pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar
pemilih;

2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses pemutakhiran
data dan penyusunan daftar pemilih datam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2O2O;

3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan rrvakil Bupati
Kabupaten Kendal Tahun 2A2A yang akurat, valid, mutakhir dan
komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Kendal Tahun 2AZA, rneliputi:
1. Hak Memilih dan Prinsip pemilih;

2. Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan Daftar pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2A2O

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan
ralyat di wilayah Kabupaten Kendal ufltuk memilih Bupari Dan
wakil Bupati Kabupaten Kendal langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun
2019.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang Pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan
umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemitihan Gubernur
dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
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Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kend,ar yang selanjutnya disebut
KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemiuhan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum
yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati Dan wakil
Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan

Pemilihan di Lingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat pps, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang selanjutnya
disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk ol,eh pps untuk
menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan di tempat
pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilihan umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenElng dalam pengawasan

penyelenggara€rn Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenallg dalam pengawasan

penyelengg€rraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendat yang

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

6

7

8

9

10

11



penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kendal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota
yang bertugas mengawasi penyelenggara€rn Pemilihan di wilayah
kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan La.pangan yang selanjutnya disingkat ppl.,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang
bertugas mengawasi penyelenggara€rn pemilihan di desa.

L4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat
PPDP adatah petugas Rukun Tetangga Rukun warga atau narna

lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut
Pasangan calon, adalah Bakal pasangan calon yang memenuhi
syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat Tps, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan.

77. Pemilih adatah penduduk yang berusia paling rendah lz (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar
Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya
disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah

berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai

Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DpS, adalah

daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan

umum dengan mempertimbangkan DP4.

20, Daftar Pemilih retap yang selanjutnya disingkat Dpr, adalah Dps
yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KpU Kota.

2t. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DpTb, adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,

na.mun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada

hari dan tanggal pemungutan suara.



22. Daftar Pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat Dpph, adalah
daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam Dpr yang
menggunakan hak pilihnya di TpS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui
data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Fcrnilihan Terakhir
yang dimutakhirkan oleh KPU Kota dibantu oleh ppK, pps dan ppDp
dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan
Penelitian.

24. Sistem Informasi Data Pemilih -yang selanjutnya disingkat Sidalih
adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan
penyelenggara Pemilu atau pemilihan dalam menyediakan,
menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi,
mengumumkan, dan memelihara data pemilih, Dps, dan Dpr.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah
kegiatan yang dilakukaa ol,eh PPDP dalarn Pernutakhiran Data
Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan
perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau narna 1ain dan
tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan calon atau oleh Pasangan calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KpU Kabupaten.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

l. Dalam menyelenggarakan Pemilihan,

pada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

penyelenggara berpedoman



h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

l. efektivitas; dan

m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah
Kabupaten Kendalpada hari pemungutan suara Pemilihan, telah
genap berumur 17 (tujuh belas) ta.hun atau lebih atau sudah/pernah
kawin mempunyai hak memilih.

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga

Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten

Kendalharus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain
dalam undang-undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus yang

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

d. Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda penduduk

Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang

diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah

Kabupaten Kendal; dan

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.



A.

2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan
akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
atau Surat Keterangan.

3. Penduduk Kabupaten Kendal yang telah terdaftar dalam daftar
Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di
PPS pada setiap kelurahan.

5- Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih

tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti
terdaftar menggunakan formulir Model A.A.l-KwK dan pada tempat
tinggal Pemilih tersebut diternpeli Stiker Coldit (forrnulir Model
,A.4.2-KwK).

BAB III
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi DpT pemilu

Terakhir dan DP4 hasil analisis dari Kpu sebagai bahan
pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran;

2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut
memuat data dan informasi sebagai berikut:
a. Nomor urut;
b. Nomor Induk Kependudukan;

c. nomor Kartu Keluarga;

d. nama lengkap;

e. tempat lahir;

f. tanggal lahir;

g. jenis kelamin;

h. status perkawinan;

i. alamat jalan/dukuh;

j. Rukun Tetangga (RT);

k. Rukun Warga (RW);



l. Jenis disabilitas;

m. status perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik.
3. Informasi pada status Kartu Tanda Penduduk Elektronik

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m, meliputi:
a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda penduduk

Elektronik;

b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik; atau

c. telah memiliki Kartu Tanda penduduk Elet<tronik.

4. KPU Kabupaten kendal melakukan pencerrnatan terhadap data hasil
sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan
selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model

A-KWK;

5. Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4,

dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap Tps paling banyak
800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda pada

TPS yang sama;

b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga pada TPS

yang berbeda;

c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada Tps yang

berbeda;

d. memudahkan Pemilih;

e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

f. jarak dan waktu tempuh menuju Tps dengan memperhatikan

tenggang waktu pemungutan suara.

6. KPU Kabupaten menyampaikan daftar pemilih kepada:

a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk lwrdcopg; dan

b. PPK dan PPS dalam bentuk soficopg.

7. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran

data Pemilih.

8. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan
usulan dari PPS.

9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih
kepada PPDP, dengan materi meliputi:



a. Jadwal pelaksanaan Coklit
b. Persiapan pelaksanaan Coklit
c. Tata cara pelaksanaan Coklit
d. Tata cara pengisian formulir,

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan coklit dengan cara:

a. mendatangi pemilih secara langsung serta dapat
menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;

b. mencatat Pemilih yang tetah memenuhi syarat, tetapi belum
terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-
KWK;

c. memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

e. rnencoret Pemilih yang telah pindah donrisili ke daerah [ain;
f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil

menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan belum kawinlmenikah pada hari pemungutan suara;
h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada

keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga,
tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau
nama lain;

i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom
jenis disabilitas; dan

k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang
menyelenggarakan pemilihan.

2. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada
formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat
ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, pemilih

atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada ppDp

sebagai dasar Coklit.
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3' PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A.I-KWK dan menempelkan stiker
Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga
dengan menggunakan formulir Model A.A.2_KWK.

4- PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model
A.A.3-KWK.

5. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data pemilih, ppDp

wajib menggunakan tanda pengenal ppDp;

6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada pps,

meliputi:

a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan.

b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
c. formulir Model A.A.I-KWK; dan

d. formulir Model A.A.3 KWK

7 - PPS dalam menerima hasil coklit PPDP melakukan kegiatan:

a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit ppDp;

b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit ppDp; dan

c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan

rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

8. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki

hasil Coklit.

9. setelah menerima hasil coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar

Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh

PPDP dengan membuat soficopg terhadap Pemilih yang tidak
memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang

berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir
Model A.Et.1-KWK.

3. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi

kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan
Coklit.



4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ppS.

5. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dihadiri
oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye pasangan Calon.

6. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4,
PPL atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeriruan dalam rekapitulasi.

7. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor
induk kependudukan, tanggal 1ahir pemilih, dan lokasi rpS.

8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.

9. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada
huruf c angka I kepada PPK, PPL dan Kpu Kabupaten dalam bentuk
soficopy dan hardcopA.

10. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih 5sfuagaimana

dimaksud pada huruf c angka 2 kepada ppK dan Kpu Kabupaten

dalam bentuk soficopg dan ?nrdcopA.

1 1. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil
pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih

sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 9 dan huruf C ang)<a 2

dilakukan dalam bentuk ?wrdcopg.

12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di
wilaSrah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dari PPS.

13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam

rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim

Kampanye Pasangan Calon.

15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye

Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat
kekeliruan dalam rekapitulasi.

16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor

induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TpS.



L7. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

18. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar pemilih
sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model
4.B.2=KWK.

19. salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
a. KPU Kota;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. setiap Tim Kampanye pasangan Calon.

D, DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 18

rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari ppK , KpU
Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran dan menetapkan DpS;

2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka
1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri
oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye pasangan calon, dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3, ppK,

Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam
rekapitulasi.

5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor
induk kependudukan, tanggal lahir, pemilih, dan lokasi rps.

6. KPU Kota wqiib menindaklanjuti masukan, apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

7. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model
4.1.1-KWK.

8- KPU Kota menyampaikan salinan formulir Model A. 1. 1-KWK
sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:

a. KPU Provinsi;

b. KPU melalui KpU provinsi;

c. Bawaslu Kabupaten;
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d. setiap Tim Kampanye pasangan Calon; dan
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

9. KPU Kota dalam menetapkan Dps sebagaimana dimaksud pada
angka 1 menggunakan formulir Model A.I-KWK.

10. KPU Kabupaten menya.mpaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 9 kepada Pps melarui ppK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap,
untuk digunakan sebagai:

a. pengumuman di kantor kelurahan;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. PPS.

1 1. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 9 dalam bentuk soficopy dengan format portable

Doatment Format (PDn kepada Tim Kampanye pasangan calon dan
Bawaslu Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

12. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka

10 dan angka 11 dapat diberikan dalam bentuk comma separated

ualues (CSI4 dengan tidak menampilkan informasi nomor induk
kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan

tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan

nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat

tanggapan masyarakat selama 1O (sepuluh) Hari setelah menerima

DPS.

UJI PUBLIK DPS

KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud
pada huruf D angka 9 dengan dibantu PPK dan PPS serta melibatkan
pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan narna dan/atau
identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PpS;

2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak
yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan
dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

F



a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih ;

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)
tahun;

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang
berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;
e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan /atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagr memenuhi syarat

sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;

3. usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka
2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan
salinan (fotocopg) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk
diperbaiki, serta mengisi formulir Model A. 1.A-KWK.

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada pemilih yang
informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 4, usulan perbaikan dapat diterima, pps memperbaiki Dps
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan
perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana

dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.l-KwK.
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan

dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh ppDp, ppL,

dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan
dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan
bukti tertulis berupa narna Pemilih, nomor induk kependudukan,
tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TpS.

9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota ppS.

10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud



pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 6 kepada ppK.

1 1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana
dimaksud pada angka 6, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi
Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;

12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 1 dilaksanakan
dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ppK.

13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri
oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye pasangan calon.

14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada_ angka 13,

Panwas Kecamatan, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam
rekapitulasi.

15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor

Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi rps.
16. PPK wqiib menindaklaqjuti masukan sebagaimana. dimaksud pada

angka 15 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:

a. KPU Kabupaten;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana

dimaksud pada huruf F angka 10, KPU Kota melakukan rekapitulasi

hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

2. Rekapitulasi dan penetapan DtrI sebagaimana dimaksud pada angka

1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri
oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

4. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PpK,

Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.



5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai data
autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk
Kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan rokasi rps.

6. KPU Kabupaten wqiib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti
benar.

7. KPU Kabupaten menetapkan Dpr sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.S-KWK.

8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud
pada angka I ke dalam formulir Model A.3.I-KWK.

9. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi Dpr
sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :

a. KPU Provinsi;

b. KPU Republik Indonesia melalui KpU Frovinsi;

c. Bawaslu Kabupaten;

d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana

dimaksud pada angka 7 kepada PPS melalui ppK dalam jumlah 3

(tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

a. pengumuman di balai desa/ kelurahan;

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

1 1. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud
pada angka 7 dalam bentuk soficopg dengan format portable

doanmentformat (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kecamatan, Tim Kampanye Pasangan calon tingkat Kabupaten,

Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.

L2. KPU Kabupaten memberikan salinan DPr dalam bentuk saficopg

dengan format excel atau comma separated ualues (csv), apabila

terdapat permintaan dari rim Kampanye Pasangan calon tingkat
kecamatan, Tim Kampanye Pasangan calon tingkat Kabupaten,

Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.

13. salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka

10, angka 11 dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor

induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
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14. setelah menerima Dpr dari Kpu Kota, pps mengumumkan DFT pada
tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi
nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih
secara utuh.

15. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan
perlengkapan pemungutandan penghitungan suara Pemilihan serta
proses pendistribusiannya.

H. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai
Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang
bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

i. Salinan DPT dapat diiengkapi dengan Dpph.
2- DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data pemilih

yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan
tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di Tps
tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di rpS lain.

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan

Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan
keluarga yang mendampingr;

c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti
rehabilitasi;

d. menjalanirehabilitasinarkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan;

f. tugas belajar;

g. pindah domisili; dan/atau
h. tertimpa bencana alam.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan
formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.



J

5. Untuk dapat dimasukan ke dalam Dpph maka :

a. Pemilih mengqiukan pindah memilih ke pps asal dengan
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat
Keterangan dan bul(i telah terdaftar sebagai pemilih dalam DpT
di TPS asal.

b. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat
pemberitahuan Dpph dalam formulir Model A.s-KwK yang akan
digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.

c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya
pada kolom keterangan salinan Dpr (formulir Model A.3-KWK).

d. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir
Model A.S-KWK, 1 lembar untuk pemilih dan 1 lembar untuk
arsip PPS.

e. Pemilih menyerahkaa Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir
Model A.S-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.

f. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-

KWK paling lambat 3 (tisa) hari sebelum hari pemungutan

suara.

6. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud pada angka s dapat melapor

kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-

KwK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan Dpph kepada ppS.

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam menyusun data pemilih, Dps,

dan DPT menggunakan sidalih, yang tujuannya untuk mendukung
keda penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi,

mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani
Pemilih melakukan pemerikeaan data pemilih.

2. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data
DPTb pada Sistem Informasi Data Pemitih guna Pemutakhiran Data
Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau pemilu berikutnya.

3. Petunjuk tekrris Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di tetapkan oleh KpU



4- sidalih diselenggarakan oleh Kpu Kota, ppK dan pps.

5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sidalih di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran
Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran

Data pada Sidalih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.
K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1' KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan
pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan
PPK.

2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5yo (lima
persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Kendal.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur
dengan keputusan KPU.

4. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih.

5. KPU Kabupaten wqiib menyampaikan Laporan Tahapan
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya

kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah
mencakup looo/o (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan

daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data pemilih

berkelanjutan.

KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan pps setempat serta
berkoordinasi dengan pimpinan Rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan
Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara:

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan kepada KPU Kota; atau

1

2

3



b' Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau
kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan.

4' Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau seba#an
daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah
domisili maka KpU Kabupaten:

a' melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan ppK
dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk
keadaan bencana atau konftik yang terjadi sebelum penetapan
DpT; atau

b' melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi
tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang
terjadi setelah penetapan DpT.

5' KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi
yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan KpU Kabupaten.

7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh Kpu Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja untuk

pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data pemilih.



BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Kendal

9 Maret 2O2O

PEMILIHAN UMUM

KENDAL,

INDAH OKTARIA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 61/PP.O4.Z-
Kpt/332alKPU-Kab /IrI /2O2O TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PEI{YUSUNAN DAF"TAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATi
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2O2O

JEI{IS FOR}IULIR PEMUTAI(HIRAIT DATA DAIT PEIITYUSUNAN
DAI"TAR PTMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI

KABUPATEN KENDAL
TAHT'N 2O2O

ilo KODE ITAMA

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru

3 Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

5 Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP

6 Model A.B-KWK Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

7 Model A.E}.I-KWK Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil
Pemutakhiran Kelurahan

8 ModelA.B.2-KWK Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil
Pemutakhiran Kecamatan

I Model A.I-KWK Daftar Pemilih Sementara

10 Model A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Kelurahan

11. Model A.1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Kecamatan

t2. Model A. 1.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap
DPS

13. Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

t4. Model A.2.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Kelurahan

15. Model A.2.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Kecamatan

16 Model A.3-KWK Daftar Pernilih Tetap



!to KODE NAMA

17. Model A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kabupaten

18. Model A.3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap provinsi

19. Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

2A Model A.S-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar pemilih pindahan)

21. Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan



ffi

1

2

3

4

5

6

7

o

10

11

L2

13

L4

15

PROVtNSt

KABUPATEN

16

17

18

19

20

Keterangan Status
perkawinan (7) :

B: Belum Kawin
S: Kawin
P : Pernah Kawin

https://www.kpu.go.id

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2l Disabilltas lntelektual
3; Disabilitas Mental
4: Dlsabllitas Sensorlk

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13);

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam {Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6:TNl
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

Hal ... darl ..,

10: Bukan Penduduk

DAFTAR PEMITIH

PEMILIHAN EUPATI DAN WAKIT BUPATI KABUPATEN I(ENDAT

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DESA,,KETURAHAN

TPS

Model A-KWK

Barcode

No No KK trllK Nama

4

Tempat Lahlr Tantgal Lahlr

Status

Porkawlnan

BlslP

Jenis

l(elamln

vP

Alamat

Disabllltas

Status Perek!mrn

lfiP-el
BlslK

Keterangen *)
.lalan/Dukuh Rt Rw

iz,lih Ln, r aa iz.l

9



ffi

1

PROVtNST

KABUPATEN

16

L7

18

L9

Keterangan Status
perkawinan (7):
B: Belum lGwin
S ; Kawin

P: Pernah l6win

8

9

)

3

4

5

6

10

11

12

13

74

15

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
lfiP-el (13):

B: Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

......,............, Tanggal,

Hal ... dari ...

No No KK Nama Tempat Lahir Tang3al lahir
Strtus

Perk!wlnrn
Blsfi

Jcnls

Kelamln
LIP

Al.m.t

Disabilitas

Status Perokrmrn
KTP-el

BlslK
Keterungan

Jalan/Dukuh Rt Rw

DAFTAB PEMIIIH EARU

PEMITIHAN BUPATI DAN WAI(IT BUPATI (AEUPATEN KENDAT

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DESA,/KETURAHAN:

ModelA,A-XWK

PPDP

TPS

idih knrr nn id

fiiil(



Model A.A.1-KWK

CONTOH
TANDA BUtrCTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2O2O

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Alamat

No. TPS

No Nama Pemilih
1

2
3

4
5.
6.

8.
9
10.

11.

L2

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

Pemutakhiran Data
Pemilih

(.

$-..

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2O2O

Ditanda taagani di
Tanggal,

Model A.A.1-KWK

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Alamat

No. TPS

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah

.)(

No Nama Pemilih
I
2

3.
4.

5.
6
7

I
9
10.

11.

12.

J:L 1.-,, -^ :J

.)..) (.

(. .. .)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi stiker Tanda Bukti pencocokan dan penelitian sedikitnyamemuat:

l. LogoKPU

2. Jenis dan Tahun Pemilihan

3. Hari dan Tanggal Pemrmgutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Jumlah Pernilih

7. Tanda tangan Kepala KeluargalPenghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakfoiran Data pemilih (ppDp)

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id

10. Barcode (KPU RI)

idih knr r nn ir{



B Model A.A.3-KWX

I.APORAIT HASII COKUT PPDP

PEMITIHAN EUPATI DAN WAKIT BUPATI I(AEUPATEN XENDAT

TAHUN 2O2O

PROVtNSt

KABUPATEN/KAEUPATEN

KECAMATAN

DESA,/KELURAHAN

NO TPS

NAMA PPDP

NIX PPDP

NO HP

No t
Jumlah Data diterima

P
I

il Jumlah Earu

L+P
ill Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat t P

2. Ganda

3.

domisili

Pemilih tidak

6. TNI

7. POtRt

Hak

10. Bukan

I
IV

Pemlllh Hesll

Jumlah Data I
Jumlah Pemilih Ubah

VI Jumlah Data pemilih Disabilitas L P L+P
1. Disabilitas Fisik

2. Disabilitas lntelektual

3. Disabilitas Mental
4. Sensorik

Pemilih

vlr Jumlah Diterima

lumlah stiker
vlil 1. Jumlah KK

2. Jumlah Lembar Buhi Pemilih T Model A.A.1"

Status Perek.man XTP-el

tx
L P L+P

r. Belum Rekam A - KWK dan Model
2. Pemilih Sudah Rekam KTP-el Model dan Model

ModelA.A-KWK3, Jumlah Pemilih Model

( .,,,..,,,,.....,.........,,,.,,,,,,,,.... I

idih knrr oo icl

K€xlrt n Cokllt

1. Meninggal

8. Hilang ingatan

Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

{t

JUMI.AH



B
PROVtNSt

I(ABUPATEH

Model A.8-KWK
DAFTAR PEMILIH HASII PEMUTAKHIRAil

PEMIIIHAN BUPATI DAf{ WA(IT BUPATI KABUPATEN TENDAT

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DESA,/KEI.URAHAN

TPS

No No KK NIK llama Tempat Lahlr Tanggal Lahlr

Status

Perkawlnan
BlslP

Jenit

Kelamln
LIP

AlamEt

Dlsabllltas

Status Perekaman

KTP-el

ElslK
Keterentan rl

Jalan/Dukuh Rt

10

Rw

12

]J

14

15

15

77

18

19

Keterangan Status
perkawinan (7) ;

B: Belum Kawin
S:Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
Lr Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3r Disabilitas Mental
4; Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):

B : Pemilih Baru

U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

3 : Dibawah Umur
4 :Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6:TNl
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
........,..,,.,.,.,, Tan99a1,,,,.........,

Panitia pemungutan Suara
Ketua

(,,..... ..)

Hal ... dari ..,

idih knr I nn id

4

6



ffi A.B,1-KW(
REIGPITUTASI DAFTAR PEMITIH HASIT PEMUTAKHIRAN DESA,/KETURAHAN

PEMITIHAN BUPATI DAN WAKIT BUPATI KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2O2O

OTEH PPS

PROVINSI

KABUPATEN/KABUPATEN
KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

Pemilih BaruA-KVVKNo, NomorTPS
Keterangan

P L+P L P L LP

Tidak Memenuhi Data Pemilih

P L+P

6

I

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ......,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan
1. Ketua............

2. Ang9ota............

3. Anggota............

idih knr I rrn id



ffi REXAPITUTASI DAFTAR PE M ItIH HASII. PEMUTAKHIBAN XECAMATAN
PEMITII{AN BUPATI DAN WAKII. BUPATI KABUPATEN KENDAT

TAHUN 2O2O

OTEH PPK

Perbrlkan D.tr

A.8.2-KWX

Kotcrangrn

PROVINSI

KABUPATEN/KABUPATEN

KECAMATAN

No. Nrmr Jumlah A.KWK Pemlllh Earu Psmlllh Tldrk Mem.nuhl Sylret
TPS t L+P t L+P P L+P

1. Ketua............

2. An8gota............

3. Ang8ota............

4. An8gota............

5. Ant8ota............

L P L+P

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

TOTAL

idih knr I no id

t
rmlllh



ffi
DAFTAR PEM|tiH SEMEIITARA

PEMIIIHAN BUPATI DAN WAI(II. BUPATI TABUPATEN KENDAI.

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DESA/XETURAHAN

TPS

Hal ... dari ...

Model A.I-KWK

Barcode
PROVTNSt

KABUPATEN

13

19

20

Keterangan Status
perkawinan (7):

B :Belum K6win

5:Kawin
P : Pernah Kawln

https://www.kpu.go.id

keterangan disabilitas (12)

L: Disabilitas Fisik

2: Disabllitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

t
2

4

5

6

7

8

9

Dltetapkan dl ..................., Tanggal, ............,

KPU KABUPATEN KENDAL

Ketua

(...,..,

No No KK

2

NIK

3

Nama

4

Tempat Lahlr Tanggal lahlr

6

Status

Perkawinan

slslP

Jenls

Kelamln

vP

Alamat

Dlsabllitas

Status Perekaman

KTP{l
B/s/K

l(eterangan
Jalan/Dukuh Rt Rw

l4

idih knn na id



ffi A.1.1-KWK
REKAPITUIASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KASUPATEN/KABUPATEN

PEMITIHAN BUPATI DAN WAKtt BUPATI KABUPATEN KENDAT

TAHUN 2O2O

OLEH KPU XABUPATEN KENDAT

PROVINSl

KABUPATEN/KABUPATEN

No. Nama Kecamatan KeteranganJumlah Jumlah TPS Jumlah Pemilih

t P

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN Tanggal

Kpu/Kt p l(A B u PATEN/KABU pATE N...................

Nama TandaTangan
1. Ketua........,...

2. Anggota.......,...,

3. Anggota.....,,.,...

4. Anggota............

5. An88ota............

1

2

3

4

I
9

10

1

1,

13

74

15

TOTAL

idih.kpu.oo.id



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAK.AT
TERHADAP DPS

PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI KENDAL

TAHUN 2O2O

Pada hari tanggal.........
menerima

tanggapan dan masukan terhadap DpS dari
Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kabupaten

Provinsi

Sebagai Bagian

KPUIKlP Kabupaten/KabupatenlppK/ppS *).......................

: Masyarakat/Pengawas Pemilihan/peserta pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:
No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah
1. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilih belum terdaftar
3. Pemilih tidak memenuhisyarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan ldentitas Kependudukan atau Surat Keterangan

Z. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csvlpDF
3. Lainnya.......

Tertanda

KPUIKIP Kabupaten/Kabupaten/ppK/ppS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...................../Wali Kabupaten dan WakilWali

Kabupaten.................lGubernur dan WakilGubernur................Tahun......

-,

) Coret yang tidak perlu

irlih knr r nn ir{

( ( )



Lampiran Formullr Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Dps

1

2

3

4

Keterangan Status
perkawinan (7) :

B: Belum Kawin
S: Kawin

P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12) :

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)

K:Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B: Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2: Ganda

3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6:TNl
7 : Polri

8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10: Bukan Penduduk

No No KK NIK Nama Tempat Lahir
Tanggal

Lahir

Status
Perkawinan

BISIP

Jenis
Kelamin

LIP

Alamat
Disabilitas

Status
Perekaman

KTP-el

Keterangan
*l

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 L2 13 t4

iJ:lr r.-., ^^ ia



@ ModelA.2-XWl(
OAFTAR PEMIUH SIMEI{TANA HAsIL PERBAI(AI{

PEMILI1IAN SUPATI DAN WAKIL AUPATI XABUPATEN XENDAL

TAHUN 2O2O

PROV| St

XABUpAIEN/XA8U
PATEN

KECAMATAN

DESA,,XEI.URAHAN

TPS

x€teran8eh.l

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74

15

15

r7

18

Keterangan Status
pe.kawlnan (7):

B: Belum lawih
S : Kawin

P i Perhah l(awln

(eterangan Statu5 Perakaman

XTP-el(13)l

B r Bclum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah nck6rn (KTP-cl)

keterantan dlsabllitas (12)i

liDlsabllltss Flsll
2r Di3ablllta3 lntelektual
3r Dlsabllitas Mental
4r Dls!bllltas Sehsorlk

')K.terang.n {14):
B : P.mlllh Baru 4 : Plndah Oomlslll
U : Ubah data 5 i Tldak Dlkenal
1: Menih8gal 6:TNl
lioanda /iPotn
3 ; Dibawah Umur 8 : Hllan8 lntatan

Hal... darl...

9: H.k Pilih olcabut
10: Bukan Penduduk

Panitia Pemungutan Suara

KetuE

..,...,.,,,,, Tanggal,

NO No KK NIK

3

T€mpat Lahh TangSaltahlr

t3 a

Sttu5

.lsl?

i.nlt
(elamln

vP Jalalt/Oukuh

9

rt
m

llita5

ta B

Staius Parckaman

XTPd
,lsltEEEE
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idih.kou.oo. id



ffi A.2.1-KWK
REKAPITUTASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN IA'AKIT BUPATI KABUPATEN KENDAT

TAHUN 2O2O

OTEH PPS
PROVINSI

KABUPATEN/KABUPATEN
KECAMATAN

DESA/I(ELURAHAN

No. NomorTPS Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemillh Keterangan
L L+P P L+P L P L+P L P L+P

P

Pemillh A.1-KWK

2

8

10

13

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ...,....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan
1. Ketua........,...

2. Anggota............

3. Anggota............

idih.kpu.oo.id



ffi REKAP]TULASI DAFTAR PEMITIH SEMEhJTARA HASIT PERBAIKAN KECAMATAN
PEMITII{AN BUPATI DAN WAXI! BUPATI IOEUPATEN KENDAT

rAHUN 2O2O

OIEH PPK

Perbaikan thta Pamillh

A.2.2-KWK

KetsrrnS!n

PROVINSt

KABUPATEN/KABUPATEN

I(ECAMATAN

No. Nrmr 4.1-(WKJumlah

TPS

Pemilih B.ru
t P L+P t P L+P t P L+P

1. Ketua............

2. Ang8ota............

3. Anggota............

4. 4n8gota..,.........

5. Anggota............

t P [+P

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

1

TOTAL

idih knr r rtn id

I



DAFTAR PEMII.IH TETAP

PEMII.IITAN BUPATI DAN WAXII EUPATI XABUPATEI{ XENOA!

TAHUT{ 2020

Model A.}l(WX

Earcode

PROVINSI

KASUPATEN/(ABUP
ATEN

XECAMATAN

DESA/KELURA}IA]{

TPS

No

I

No l((

2

NIK

3

Tamp.t L.hir

5

T.n8g.l Lahir

6

Status

alslP

7

Jenis
(alamin

VP

Alamet
Dlsabl

lit.s

Status

13

Xetcr.n8.n.)
Jalan/Dukuh

9

Rt

10 11
L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L6

11

18

19

20

Keterangan Status
perkawinan (7):
g : Belum (awin
S : Kawin
P ; Pernah Kawin

keterantan disabilitas (12)
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelekual
3; Disabilhas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
fiP-el(13):
B:8elum Rekam

S: Sudah Rekam (Suker)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Hal... darl..

http .go.id

i..lit t--,. ^^ i,.t

KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN
Xetua

KTP-el

Blsl(.



ffi A.3.1-KWK

PBOV|NSt

KABUPATEN/KABUPATEN

No. Nama Kecamatan

REKAPITUTASI DAFTAR PEM ILlH TETAP KABUPATEN/KABUPATEN
PEM]LIHAN BUPATI DAN WAKIT BUPATI KABUPATEN KENDAT

TAHUN 2O2O

Jumlah Jumlah TPS Jumlah Pemilih

t P

1. Ketua..,.........

2. Anggota.,.......,..

3. 4n99ota...........,

4. Ang8ota,....,..,...

5. Anggota............

Keterangan

Disahkan dalam rapat pleno KpU/Ktp KABUPATEN/KABUPATEN Tanggal

KPU/Kr p KA B U PATEN/ KAEU pATE N...................

Nama Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

1,2

l3
74

15

TOTAL

idih.kpu.so.id



@

l(ctarangan Status
perkawinan (7):

B : Balum Kawin
S : Kawin
P : Pcrnah K.wln

DATTAR PEMIIIX PINDA}IAtT

PEMIL'HAN SUPATI DAN WAJ(I- EUPATI I(ABUPATEiI X!NDAI.

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DC5A,/IGLURAHAI{

TPII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x3

74

15

16

L7

19

20

keterangan disabilttas (12)
1: Olsabilltas Fls;k

2r 0is.billtas lnt.lektual
3r Dlsabilit.s Mental
4l Dlsablllt.s Sensorlk

Keter.ngan Status Perekaman
KrP-el(13):
B : Belum Rekam
S r Sqd6h Rckam (Suket)
( : Sud.h Rlkam {KTP-.I)

Dit€tapkan dl ..................., Tanggal, ............. .....,.,.., .._.....................

Panitia PchunSutah suara

Ketua

[Ii

n

No xX

F]

T.mpat lehlr Tanttal l-ahlr

6

5tatus

alslP

t)

X.l.ftln
VP lalanloukuh

o

Itil

nn

M

,a

Itas

Status Pcrakamah

KTP{l
Blslx.

Xet€ran3anEE E
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-9-IIIIIIIIIITIIIIIIIIII]

IilIIIrIr
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SURAT PEMBERITAHUAN
@ATTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILII{AN BUPATI DAN WAKIL B{JPATI . .. . . . / WALI KABUPATEN DAN WAKIL wALI KABUPATEN

GI]BERNUR DAN WAKIL GI]BERNTIR
TAHUN ......

No. Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

damat Lengkap

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

I. TPS

2. Desa/Kelurahan

3. Kecarnatar

Alasan pindah memilih

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menjalani perawatan di panti sosiaVrehabilitasi

Menjalani rehabil itasi narkoba

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

KPU/IilP Kabupaten/Kabupaten/Panitia Pernungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan
*)... ...
pada Hari...
Pindatr Memilih bagii

Tanggal.......Bulan. Tahun. . . . . . . . .,mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Tugas belajar I menempuh pendidikan

Pindah domisili

Tertimpa bencana alam

KPU/IilP Kabupaten/Kabupaten
Panitia Pemungutan Suara *)

Kabupaten/Kabu
4

5

paten

Provinsi

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **)
2. Desa/Kelurahan
3. Kecarnatan

Kabupaten/Kabupa
4. ten

5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **'r')

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kabupaten dan Wakil WaliKabupaten
Gubernur dan Wakil Gubernur

(

bar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
Cord sutu holam yang tidak perlu-)

**)
Kabupaten/Kabupaten atau PPS TujuanPengisian Nomor TPS tujuan dilakuhan oleh KpU/KIp

Pitih sesuai ketentuan hah

)



Model A.Tb-KWK

ffi
DAFTAR PEMILIH IAMBAHAN

PEMITIHAN BUPATI DAN WAKIT EUPATT .. / WATI XABUPATEN DAN WAKII wA[I I(AEUPATEN

GUEERNUR DAN WAXIT GUBERNUR ..,.............,.,..

TAHUN..,.,.

KECAMATAN

DESA/TtURAHAN

TPS

Keterangan Status Perekaman
KrP-el (13):

B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di,.............,...., Tanggal, ......,..,..,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 9 Maret 2O2O

MISI PEMILIHAN UMUM

N KENDAL,

PROV|NSt

KABUPATEN/KABUP

ATEN

4

5

6

10

Keterangan Status
perkawinan (7):

B: Belum Kawin

S: Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (L2):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Dlsabllitas Sensorik

)
Hal ... dari ...

No No KK Ntx Nama Tempat Lahlr Tanggal [ahir
Status

Perkewlnrn
BlslP

Jenls
(elamin

LIP

Alamat
Disa

bilit
ls

status
Pereka

man

KTP-al

Blslx.

KgterrnSan
Jalan/Dukuh Rt Rw

1 3 4 5 7 8 9 13 14

AH OKTARIA

2

7


